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( 21 PASA 1955 )

PRESIDEN Soekarno, tahun 1964

menetapkan 21 April sebagai Hari Kar-

tini. Penetapan sebagai hari peringatan

mengenang jasa-jasa RA Kartini, pejuang

emansipasi yang telah membuka pintu

bagi perempuan Indonesia untuk me-

ngenyam pendidikan dan mendapatkan

hak-haknya. Peringatan hari Kartini, di-

lakukan dengan berbagai macam

kegiatan. 

Di masa pandemi ini, situasi nampak

lebih sederhana, kegiatan ditekankan pa-

da kegiatan sosial kemasyarakatan, an-

tara lain penanggulangan covid 19.

Tetapi makna peringatan harus selalu

dipegang di sanubari para perempuan.

Angka Stunting

Pandemi covid 19 tidak hanya

berdampak pada kesehatan, tetapi juga

bagi kehidupan sosial dan ekonomi ma-

syarakat. Pandemi yang berlarut larut,

dikhawatirkan berpotensi meningkatkan

angka stunting. Sebuah studi menun-

jukkan, pandemi  berdampak pada ke-

miskinan. Dan studi di beberapa daerah

secara umum menurunkan jumlah kun-

jungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu

dan anak. Kedua hal tersebut dapat ber-

pengaruh meningkatkan angka stunting

pada anak. 

Hari Kartini menjadi momentum sa-

ngat tepat untuk melanjutkan perjuang-

an Kartini untuk memperjuangkan kese-

hatan perempuan. Pada gilirannya seba-

gaimana disebut Kepala BKKBN Hasto

Wardoyo juga menyehatkan anak-anak

dan bebas dari stunting untuk menuju

Indonesia unggul dan maju. 

Artinya, perjuangan Kartini bisa di-

maknai tidak hanya berhenti pada eman-

sipasi Pendidikan, setaranya Pendidikan

anak perempuan dan laki-laki. Namun

perjuangan Kartini berlanjut sampai kini

dengan pelbagai problema dan kemam-

puan memecahkan problema kehidupan,

termasuk persoalan yang dihadapi

perempuan. 

Salah satunya masalah kesehatan

yaitu stunting yang menurut data se-

makin naik angkanya. Stunting, secara

umum, merupakan  masalah gizi kronis

akibat kurangnya asupan gizi dalam

jangka waktu panjang sehingga meng-

akibatkan terganggunya pertumbuhan

pada anak. Stunting juga menjadi salah

satu penyebab tinggi badan anak terham-

bat, sehingga lebih rendah dibandingkan

anak-anak seusianya, pertumbuhan gigi

lambat dan menurunnya kemampuan

kognitif. 

Tidak jarang masyarakat menganggap

kondisi tubuh pendek merupakan  faktor

genetika dan tidak ada kaitannya dengan

masalah kesehatan. Faktanya, faktor

genetika memiliki pengaruh kecil ter-

hadap kondisi kesehatan seseorang di-

bandingkan dengan faktor lingkungan

dan pelayanan kesehatan. Biasanya,

stunting mulai terjadi saat anak masih

berada dalam kandungan dan terlihat

saat mereka memasuki usia dua

tahun. 

Masalah Bangsa

Problena stunting bukanlah

masalah perempuan. Namun ini

merupakan masalah besar bangsa

yang harus dipikirkan semua.

Meski  perempuan dapat berperan

dalam penanggulangan stunting

dengan memberikan edukasi lang-

sung pada masyarakat sekeliling-

nya,  melalui kelompok masyara-

kat misal dasa wisma atau melalui

seminar untuk jangkauan yang

lebih luas. Edukasi dilakukan

karena sebagian ibu kurang mema-

hami arti pentingnya kecukupan

gizi pada ibu hamil dan anak. 

Peran perempuan juga dapat di-

lakukan seperti pada awal pande-

mi covid 19. Masyarakat beramai-

ramai membantu warga isoman yang

membutuhkan makanan dan obat.

Untuk stunting pun dapat dilakukan ti-

dak hanya edukasi, tapi juga pemberian

makanan bergizi kepada yang membu-

tuhkan secara bergiliran atau membuat

program donasi gizi disertai pemberian

pendampingan. Program donasi gizi da-

pat dilakukan melalui kemitraan dengan

pihak lain, yang dapat dilakukan melalui

PKK setempat. Selain mendorong pe-

manfaatan posyandu,  PKK dapat terjun

langsung sebagai ujung tombak serta mo-

tor penggerak  penurunan angka stunt-

ing.

Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh

panutan, tidak hanya diingat dan

diperingati jasa jasanya. Namun diikuti

perannya, dilanjutkan perjuangannya.

Kartini masa kini, perlu memajukan dan

menyehatkan masyarakat agar terbebas

dari stunting, sebagai upaya mening-

katkan kualitas bangsa.  ❑

*) Dr Dra IM Sunarsih SU Apt,

Penasehat TP PKK DIY, Ketua I YKI

Cabang DIY

’Restorative Justice’ Bukan Utopia Lagi

IM Sunarsih

Libur Lebaran, 2,3 juta kendaraan

diprediksi akan melintasi DIY-Jateng.

- Macet lagi?

***

Gubernur DIY minta kasus hukum

terkait minyak goreng ditegakkan.

-- Harus tegak!

***

Bantuan Khusus Keistimewaan

(BKK) dapat dikelola oleh kalurahan.

-- Ini istimewa.

Hari Kartini, Pandemi dan Stunting

DULU, banyak pakar hukum  berbica-

ra tentang restorative justice atau keadi-

lan restoratif. Saat itu baru berupa wa-

cana, berhenti di forum ilmiah dan me-

dia massa. Tidak jelas wujud konkretnya

karena belum  ada payung hukumnya

untuk diimplementasikan.  Kini, dengan

ditekennya  Peraturan Polri (Perpol) No.

8 Tahun 2021  tentang Penanganan Tin-

dak Pidana Berdasarkan Keadilan Res-

toratif oleh Kapolri Jenderal Sigit 9

Agustus 2021 baru terasa bahwa restora-

tive justice bukan sekadar utopia. Te-

tapi mulai dapat diimplementasikan. 

Di Jakarta ada kasus konkret.

Belum lama ini seorang remaja yang

mencuri barang di sebuah ritel modern

ditangkap. Setelah diproses polisi,

sang remaja tidak diteruskan ke kejak-

saan tapi dibebaskan, setelah dike-

tahui dia mencuri barang untuk dijual

dan hasilnya untuk biaya pengobatan

ibunya yang sedang sakit. Tentu ada

proses dan persyaratan dilalui sampai

dibebaskannya remaja itu.

Konsep Baru

Perpol yang diteken Kapolri

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

pada 19 Agustus 2021 itu sebagai

langkah Polri dalam mewujudkan pe-

nyelesaian tindak pidana dengan

mengedepankan keadilan restorative.

Yang menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula. Dan keseim-

bangan perlindungan serta kepentingan

korban dan pelaku tindak pidana yang

tidak berorientasi pada pemidanaan

merupakan suatu kebutuhan hukum da-

lam masyarakat.

Dengan restorative  justice (RJ) kasus-

kasus pidana  ringan dapat diselesaikan

tanpa proses di peradilan. Pelaku tindak

pidana tidak harus masuk penjara. Ini

merupakan konsep baru dalam pene-

gakan hukum pidana yang mengakomo-

dasi  norma dan nilai yang berlaku da-

lam masyarakat sebagai solusi sekaligus

memberikan kepastian hukum,  keman-

faatan dan rasa keadilan masyarakat. 

RJ  adalah penyelesaian tindak pidana

dengan melibatkan pelaku, korban, kelu-

arga pelaku, keluarga korban, tokoh ma-

syarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau

pemangku kepentingan. Tentu untuk

bersama-sama mencari penyelesaian

yang adil melalui perdamaian dengan

menekankan pemulihan kembali pada

keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Perpol

No.8/2021)

Penanganan tindak pidana berda-

sarkan keadilan restoratif harus meme-

nuhi persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan umum berlaku pada

kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse

kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.

Sedangkan persyaratan khusus hanya

berlaku untuk tindak pidana berdasar-

kan keadilan restoratif pada kegiatan

penyelidikan atau penyidikan.

Terorisme

Persyaratan umum, penanganan meli-

puti materiil dan formil. Persyaratan

materiil ditentukan,  tidak menimbulkan

keresahan dan/atau penolakan dari ma-

syarakat; tidak berdampak konflik

sosial; tidak berpotensi memecah belah

bangsa. Tentu tidak radikalisme dan

sparatisme, bukan pelaku pengulangan

tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan dan bukan tindak pidana

terorisme. Juga bukan tindak pidana ter-

hadap keamanan negara, tindak pidana

korupsi, dan tindak pidana terhadap

nyawa orang.

Agar RJ  berjalan efektif  mesti ada

perubahan mainset masyarakat.. Tidak

semua hal mesti harus dipenjara. Ini

seiring dengan perubahan tujuan

pemidanaan selalu bertumpu pada

keadilan pembalasan tapi berubah

menjadi  keadilan koreksi, keadilan

rehabilitatif, dan keadilan restoratif.

Jika  penyelesaian perkara pidana

menggunakan cara lama, bermuara

pada pemidanaan, lembaga pe-

masyarakatan (Lapas)  kita akan se-

makin overload. Saat ini kelebihan

kapasitas lapas menurut Wamen-

kumham Edy Hiarej mencapai

160.000 orang.  Selain itu RJ  dapat

menghindari praktik transaksional

dalam penyelesian perkara pidana.

RJ ini sudah lama diterapkan be-

berapa negara di Eropa. Aturan dan

prosesnya berbeda-beda. Intinya

tetap sama: memproses pelaku tindak

pidana tertentu tanpa proses peradi-

lan yang bermuara pada pemi-

danaan.  ❑

*) Dr  Imam Anshori Saleh MH, pe-

merhati hukum, mantan Wakil Ketua

Komisi Yudisial dan mantan anggota

DPR-RI.

Imam Anshori SalehMafia Minyak Goreng
SUMBER penderitaan jutaan

rakyat kecil terkait kelangkaan

dan harga minyak goreng yang

melambung beberapa bulan ter-

akhir ini sudah tekuak secara

gamblang. Ternyata semua itu

akibat ulah oknum Direktur Jen-

deral Perdagangan Luar Negeri

Kementerian Perdagangan (Dir-

jen Perdaglu Kemendag), seba-

gai pihak yang seharusnya berpi-

hak pada kepentingan rakyat,

terlebih rakyat kecil, malah ke-

blinger mengekspor crude palm

oil (minyak kelapa sawit), dengan

dalih harga jualnya lebih tinggi.

Sang Dirjen jadi tersangka ka-

rena diduga telah menerbitkan

persetujuan ekspor terkait komo-

ditas CPO dan produk turunan-

nya kepada PT Permata Hijau

Group, PT Wilmar Nabati Indo-

nesia, PT Multimas Nabati Asah-

an, dan PT Musim Mas. Tindak-

an ini benar-benar sangat tragis

dan ironis, tega mengorbankan

kepentingan rakyat demi ekspor.

Lebih tragis lagi, perusahaan-

perusahaan tersebut bukan me-

rupakan perusahaan yang ber-

hak untuk mendapatkan persetu-

juan ekspor, salah satunya kare-

na ketiga perusahaan tersebut

merupakan perusahaan yang

telah mendistribusikan CPO tidak

sesuai dengan harga penjualan

di dalam negeri (DPO).

Tindakan nista tersebut ter-

ungkap setelah Kejagung mene-

tapkan empat tersangka berkait-

an dengan kelangkaan minyak

goreng, yakni Sang Dirjen Per-

daglu dan tiga tersangka lain dari

pihak swasta. Presiden Joko

Widodo (Jokowi) keudian minta

aparat penegak hukum meng-

usut tuntas perkara dugaan ko-

rupsi ekspor minyak kelapa sawit

tersebut. Presiden juga meng-

akui bahwa sampai saat ini mi-

nyak goreng masih menjadi per-

masalahan di tengah masyara-

kat,

Akibat ulah segelintir oknum,

kebijakan harga eceran tertinggi

(HET) minyak goreng kemasan,

yang saat itu ditetapkan Rp 14

ribu perliter, kemudian menjadi

barang langka di pasar. Kalau-

pun ada, harganya sudah me-

lambung tinggi.

Upaya pemerintah  mencabut

penetapan HET minyak goreng

kemasan dan melakukan subsidi

terhadap minyak goreng curah

dengan harga Rp 14 ribu perliter,

juga belum sepenuhnya mampu

mengatasi pemenuhan masyara-

kat terhadap minyak goreng.

Hal itupun diakui Presiden

Jokowi, bahwa kebijakan terse-

but belum efektif menurunkan

harga minyak goreng, apalagi

bisa kembali normal. Bahkan

Jokowi sudah mengetahui kalau

harga minyak curah di pasar

banyak yang belum sesuai de-

ngan HET yang ditetapkan pe-

merintah. Itu semua karena me-

mang ada permainan.

Setelah oknum Dirjen itu men-

jadi tersangka, tentu rakyat juga

menunggu kelanjutan proses

hukum kasus tersebut. Semoga

desakan presiden dan berbagai

pihak agar kasus tersebut diusut

tuntas, bukan sekadar desakan.

Bukan sekadar sandiwara.

Perlu juga kita simak pernyata-

an Gubernur DUY Sri Sultan

terkait ÔpermainanÕ ekspor mi-

nyak kelapa sawit tersebut, ÒYa

sudah, kalau dia sudah ditetap-

kan tersangka, berarti memang

punya keserakahan. Kalau akhir-

nya dia dipidana, ya sudah kon-

sekuensinya. Itu saja. Saya min-

ta tegakkan hukum saja.Ó  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengirim-

kan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.

Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-

ngan panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu yang

ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-

copy identitas. Terimakasih. 
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Saatnya Tugu KB Dirawat 

Keserakahan Menumpulkan Jiwa 

TUGU Keluarga Berencana

(KB) yang di masyarakat banyak

orang menyebut sebagai ÔTugu 2

JariÕ banyak dibangun oleh peme-

rintah bersama masyarakat di Era

KB Mandiri pada tahun 1985-an.

Tugu KB ini bertebaran di segenap

pelosok penjuru negeri. Bahkan di

DIY, terlihat hampir semua pe-

dukuhan memiliki tugu KB sebagai

apresiasi masyarakat terhadap

program KB yang begitu besar. 

Saat ini sudah banyak tugu KB

yang rusak dan butuh perawatan,

meskipun sebagian  dalam kondisi

cukup bagus karena dirawat oleh

masyarakat secara mandiri. Bah-

kan di beberapa wilayah, tugu KB

di cat ulang, disekitarnya dibuat

taman sehingga tampak indah

dan mempesona dengan slogan :

Ayo Ikut KB, 2 Anak Cukup, KB

MOP Pancen Oye. Mengingat tu-

gu KB sebenarnya multifungsi. Di-

samping sebagai media Komuni-

kasi Informasi dan Edukasi (KIE)

yang abadi juga sebagai simbol

apresiasi masyarakat terhadap

Program KB. 

Tentu semua itu perlu perenca-

naan matang. Penganggaran

yang jelas, dukungan masyarakat

dan regulasi sebagai payung hu-

kum yang jelas pula. 

*) Drs Mardiya, Ka Bidang

Pengendalian Penduduk pada

Dinas PMD Dalduk dan KB

Kabupaten KulonProgo

MIRIS, Mungkin itu kalimat yang

tepat diucapkan terkait pemeri-

taan migor. Bagaimana tidak? Di

tengah kesulitan masyarakat aki-

bat pandemi dan harga mulai

membubung sejak menjelang

Ramadan, kok bisa-bisanya ada

oknum menimbun migor. Yang

kian menusuk perasaan kemudi-

an adalah ditetapkannya tersang-

ka kasus migor yang merupakan

pejabat tinggi negara.

Mungkin memang serakah dan

keserakahan sudah menghuni ji-

wanya. Sehingga keserakahan itu

telah menumpulkan jiwanya pula.

Karenanya mereka tega meng-

ambil keuntungan pribadi dan me-

lupakan bangsanya yang sedang

belajar bangkit kembali di tengah

pandemi. Mungkin mereka juga

lupa, ada kitab suci ketika dilantik

dan disumpah sebagai pejabat.

Naning, 08122733xxx


